LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 22 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 05 TAHUN 2007

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang,
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan
Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2006;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3569);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Tulang Bawang dan Kabupaten
Daerah Tingkat Il Tanggamus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3667);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan



10.

1.

12.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4460);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)
yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
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Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor

4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2006 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor
2, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Tanggamus Tahun
2006 Nomor 03);



Menetapkan
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33.

Tahun 2006 Nomor 03);

Tanggamus Tahun 2006, Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama :

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun
2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus

Peraturan Dearah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun
2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai

berikut:

a. Pendapatan Rp. 568.782.834.047,26

b. Belanja Rp. 521.376.556.524,00

c. Transfer Rp. 15.371.950.000,00
Surplus/defisit

d. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 42.465.848.068,78
- Pengeluaran Rp. 74.500.175.592,04
Surplus/defisit

(1)

(2)

Pasal 2

Rp. 32.034.327.523,26

Rp. (32.034.327.523,26)

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 981.151.385,74

dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pendapatan setelah
perubahan
b. Realisasi
Selisih lebih / (kurang)

Selisih anggaran dengan realisasi
dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Belanja setelah
perubahan
b. Realisasi
Selisih lebih / (kurang)

belanja

Rp. 569.763.985.433,00
Rp. 568.782.834.047,26
Rp. 981.151.385,74

sejumlah Rp. 69.791.007.780,00
Rp. 591.167.564.304,00

Rp. 521.376.556.524,00
Rp. 69.791.007.780,00



(3) Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian
sebagai berikut:
a. Anggaran Pendapatan setelah

perubahan Rp. 15.371.950.000,00
b. Realisasi Rp. 15.371.950.000,00
Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 369.180.802,22
dengan rincian sebagai berikut:
a. Penerimaan

1) Setelah Perubahan Rp. 42.835.105.515,00
2) Realisasi Rp. 42.465.848.068,78
Selisih lebih/kurang Rp. 369.257.446,22
b. Pengeluaran
1) Setelah Perubahan Rp. 6.059.576.644,00
2) Realisasi Rp.  6.059.500.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 76.644,00
Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada

tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang dituangkan dalam Neraca
Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva Rp. 850.053.408.821,87

b. Jumlah Utang Rp. 76.178.365.238,00

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 773.875.043.583,87

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31
Desember Tahun 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.
68.440.675.592,04 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari 2006 Rp. 42.465.848.068,78
b. Jumlah penerimaan Kas Rp. 568.782.834.047,26
Jumlaha +b Rp. 611.248.682.116,04
c. Jumlah Pengeluaran Kas
- Belanja Rp. 536.748.506.524,00
- Penyert. Modal Rp. 6.059.500.000,00
Jumlah Rp. 542.808.006.524.00
d. Saldo Kas 31 Desember 2006 Rp. 68.440.675.592,04
Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :
1. Lampiran | : Laporan Realisasi APBD
2. Lampiran Il : Laporan Keuangan
- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca Daerah
- Laporan Arus Kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan



Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagimana tersebut pada pasal 4 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.
Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 21 Agustus 2007
BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYAIE

Diundangkan di Kota Agung
Pada Tanggal 22 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
dto

SYAFIUDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2007 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk
Pembina
NIP. 19580713 198603 1 006




